BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program Magang merupakan suatu kegiatan pembelajaran lapangan yang
ditujukan untuk memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. Mahasiswa
diharapkan dapat mengaplikasikan konsep dan teori yang didapatkan selama
perkuliahan berlangsung dan mendapat bekal dalam dunia kerja yang nantinya akan
dimasuki.

Salah satu program magang yang disediakan oleh pemerintah adalah program
magang MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) dengan sistem magang di
perusahaan atau instansi pemerintahan. Salah satu instansi pemerintahan yang
membuka lowongan magang pada program MBKM adalah Direktorat Jendral Tata
Ruang dengan nama program INSPIRING yang merupakan singkatan dari
Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth. Melalui Program
INSPIRING, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk melakukan magang
secara langsung di Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Urusan
Tata Ruang Kabupaten/Kota yang salah satunya Kota Tasikmalaya.

Salah satu tugas dalam magang ini adalah pembuatan dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis yang merupakan dokumen lingkungan terintegrasi
dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) adalah proses evaluasi sistematis terhadap dampak lingkungan dari
kebijakan, rencana, program, atau proyek yang direncanakan untuk memastikan

agar kebijakan rencana program dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Tujuan
Adapun tujuan dalam pelaksanaan kegiatan magang Merdeka Belajar —
Kampus Merdeka di Direktorat Jendral Tata Ruang Penempatan Kota

Tasikmalaya adalah :



A. Tujuan Umum

1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mengaplikasikan dalam

sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi dan

sosial

Memiliki tanggung jawab dan etika profesional, yang berdasar

Pancasila
Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat

Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah

keteknikan di bidang Teknik Lingkungan

Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif dan mampu

menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai

Mampu bekerja sama multidisiplin dalam pekerjaan individu

maupun kelompok

B. Tujuan Khusus

1.

2.

Mengetahui pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengetahui proses penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Menganalisis Kajian Rincian Program Kota Tasikmalaya yang dapat

mempengaruhi lingkungan

Menganalisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Kota Tasikmalaya berdasarkan ketersediaan air dan pangan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pelaksanaan magang merdeka belajar-kampus merdeka di

Direktorat Jendral Tata Ruang adalah :

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kota Tasikmalaya



o Kegiatan magang dilaksanakan selama 4.5 bulan terhitung sejak tanggal
16 Februari 2024 s/d 30 Juni 2024
o Kegiatan magang berfokus pada pengintegrasian antara RDTR dan KLHS

e Pembuatan Peta Satuan Kemampuan Lahan

Profil Perusahaan

Peraturan Presiden Rl Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan

Tata Ruang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR)

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas Direktorat Jenderal Tata

Ruang menyelenggarakan fungsi :

a.

Perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang nasional,
pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi

pemanfaatan ruang;

Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang nasional,
pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi

pemanfaatan ruang;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang

daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata

ruang dan pemanfaatan ruang;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang
nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi

pemanfaatan ruang;

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan g.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian ATR/BPN didukung
oleh perangkat organisasi yang terdiri dari 9 (sembilan) unit eselon I, termasuk di

dalamnya Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Direktorat Jenderal Tata Ruang memiliki peran strategis dalam menyediakan
rencana tata ruang yang berkualitas sebagai landasan pemanfaatan ruang yang tepat
sasaran agar terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
bagi seluruh pengguna ruang. Salah satu isu strategis dalam RPIJMN 2020-2024
adalah ketimpangan antarwilayah. RPJMN 2020-2024 menyatakan penurunan
kesenjangan antarwilayah dan isu-isu pengembangan wilayah dapat diatasi melalui
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Secara eksplisit RPJMN
menekankan pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam
pengembangan wilayah, terutama dalam meningkatkan daya saing, daya dukung
dan daya tampung wilayah. Hal ini juga tercermin dari amanah yang harus
dilaksanakan Kementerian ATR/BPN c.q. Direktorat Jenderal Tata Ruang untuk
menyediakan RTR nasional dan RTR daerah yang berkualitas, dengan titik berat
pada penyelesaian RDTR untuk mendukung kebijakan Prioritas Nasional (PN)
yakni “Mengurangi Kesenjangan Wilayah dan Menjamin Pemerataan” dan
“Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim”. Secara umum, RDTR memiliki manfaat bagi pemerintah yakni
sebagai payung hukum yang berfungsi sebagai alat kendali mutu pemanfaatan
ruang, acuan pemanfaatan ruang, instrumen operasionalisasi RTRW dan katalisator
pembangunan daerah dalam peruntukkan ruang dan penentuan tematik
pembangunan. Bagi masyarakat dan dunia usaha, RDTR memiliki fungsi sebagai
dasar perizinan, kepastian investasi pada zona-zona yang diperuntukkan, acuan
dalam penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur, serta salah satu instrumen

masyarakat dalam partisipasi pembangunan.



